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BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan

Mengingat

3 B

birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan
penataan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi,

serta tata kerja Perangkat Daerah;

. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung timur
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum

sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 54 Tahun 1999



tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat



10.

11,

12.

13.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218)
sebagaimana telah diubah dengan PEraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 409);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun
2016 Nomor 1237);

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 12/PER/M.UKM/X/2016 tentang hasil Pemetaan
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1542);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor13/PER/M.KUKM/X /2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1543);
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas
Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/
PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1368);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1318);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1440);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1345);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerahdan Unit Kerja
pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
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25.
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30.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/
8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas
Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1330);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498j;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546};

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur
Tahun 2019 Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3
Tahun 2021 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Nomor 3} .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1:
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesoia



10.
11.
12.

13.

14,

15.
16.

1.7
18.
19.
20,
21

22.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabu[aten Tanjung Jabung Timut.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
Struktur Organisasi adalah susunan organisasi yang menggambarkan
hierarki kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, dan wewenang seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka



23.

24.

25.

26.

27,

28.

(1)

(2)

(1)

memimpin suatu satuan organisasi yang hirarkis dalam lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah
unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan
Pengadaaan Barang/Jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE
adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.
Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;



kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolan informasi administrasi
kependudukan.

Pasal 85
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
b. pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data kependudukan;

Paragraf 6
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Pasal 86
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan Kkoordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan.

Pasal 87
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakantugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
b. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan; dan

c. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

BAB VII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 88
(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 89
(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
a. Kepala Dinas;



b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,;

d. Bidang Layanan E-Goverment, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
dan

e. UPTD.

(2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas
Pasal 90
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Pasal 91

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

b. penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijjakan nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di
kabupaten;

c. penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recoverycenter
dan Teknologi Informasi Komuniasi (TIK) pemerintah kabupaten, layanan
pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten;



d. penyelenggaraan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)Smart City di kabupaten;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah di bidang komunikasi dan informatika;

f. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang
diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 92
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Pasal 93
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. pengelolaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan urusan tata usaha;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

o

e

pengelolaan urusan umum.

Pasal 94
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan
kepegawaian yang meliputi:
a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan

dinas;



b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di
lingkungan dinas;
c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di

lingkungan dinas;

d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;

f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;

g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;

e

penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;

penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan

—

k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 95

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan

anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan

urusan keuangan yang meliputi:

a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi
serta perpustakaan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran;

c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan
pembayaran gaji pegawai;

e. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha
keuangan; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan wurusan pembukuan, perhitungan, dan

penyusunan laporan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pasal 96
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah;



pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah;

pelayanan informasi publik di kabupaten, layanan infrastruktur dasar data
center, layanan hubungan media;

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat;
dan

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

terintegrasi.

Pasal 97

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan
kebijakan;

pelaksanaan layanan recovery data dan informasi;

pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC)
dan Disaster RecoveryCenter (DRC);

pelaksanaan pengolahan informasi dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;
pelaksanaan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non
pemerintahan;

pelaksanaan diseminasi informasi Kkebijakan melalui media pemerintah
daerah dan non pemerintah daerah di kabupaten;

pembuatan konten lokal dan pengemasan ulang konten nasional menjadi
konten lokal;

pelaksanaan layanan dan pengolahan aduan masyarakat;

pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan pemerintah daerah;

layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah
daerah;

pelaksanaan  pengelolaan  saluran  komunikasi milik pemerintah

daerah/media internal;



l. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan
kegiatan pemerintahan;

m. pelaksanaan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub
domain pemerintah kabupaten dan tata kelola nama domain dan sub
domain serta nama pejabat domain;

n. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan
domain, portal dan website dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan
sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);

0. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial)
dan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);

q. pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing
notes, press release, backgrounders) di kabupaten;

r. pelaksanaan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi
media dan lembaga komunikasi publik; dan

s. pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik.

Paragraf 4
Bidang Layanan E-Government

Pasal 98
Bidang Layanan E-Goverment mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan Layanan Manajemen Data Informasi E-Government,
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi E-
Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/ Kota,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat
serta Penyelenggaraan Govermment Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten/kota.

Pasal 99
Bidang Layanan E-Goverment dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian
Smart City;
b. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-

Government,



pelaksanaan layanan peningkatan kapasitasSumber Daya Manusia (SDM)
dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud
computing;,

pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
pelaksanaan layanan filtering konten negatif, layanan interkoneksi
jaringan intra pemerintah;

pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan
publik yang terintegrasi;

pelaksanaan layanan sistem informasiSmart City dan layanan interaktif
pemerintah dan masyarakat;

pelaksanaanlayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi
E-Government dan Smart City;

pelaksanaan layanan implementasi E-Government dan Smart City, dan
Promosi pemanfaatan layanan Smart City di Kabupaten;

pelaksanaan layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan
publik dan kepemerintahan;

pelaksanaan layanan pusat Application Programm Interface (API) daerah;
pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;

. pelaksanaan layananpenetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi
E-Government Kabupaten;

pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi Perangkat
Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non
pemerintah;

pelaksanaan layanan integrasi pengelolaanTIK dan E-Government Pemerintah
Kabupaten;

pelaksanaan layanan pengembangan business process re-engineering
pelayanan  di  lingkungan  pemerintahan dan non  pemerintah
(stakeholdersmart city);

pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi
Publik;

pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang
keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik
pemerintah daerah;

pelaksanaan audit TIK, internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;



Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 57); dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 520
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 Mei 2022
PAITTRLANJUNG JABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 19  Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

L

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 11
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